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ABSTRAK : -

bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang
bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan
penigkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), huruf c
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum menyatakan bahwa Unit Pengendalian
Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang
Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
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